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“sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik pada manusia
lain dan Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan-mu
kejalan kebaikan™,

(AL-HADIST)

“Sumber : K umpulan Hadist dan Kata Mutiara Pongzr Tevalrefo Magelang 1999
hal 17.
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ABSTRAKSI

Gugatan yuridis terhadap pers direspon secara politis sebagai ancaman
kebebasan pers. Ancaman ini dikhawatirkan melumpuhkan fungsi kontrol scsial
pers. Lebih jauh tuntutan hukum penggugat dapat membangkrutkan institusi pers
(tergugat). Terlepas dari mengapa publik tidak mengunakan hak Jjawabnya melalui
ombudsman atau dewan pers, pers Indonesia kini memperlihatkan ketidak
siapannya pada kemungkinan digugat secara hukum oleh publik

Pelanggaran etika jumnalistik dan bahkan “peradilan oleh Pers* yang lazim
disebut Trial by The Press, mulai sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
Pers di Indonesia, kemudian Pers digugat di pengadilan, meskipun jumlahnya
tidak banyak, Contoh kasus yang pada akhimya menggiring media cetak ke
pengadilan setelah UU no.40 tahun 1999 diberlakukan. Tulisan di majalah Tempo
edisi 3-9 Maret 2003 berjudul *Ada Tomy di Tenabang?” yang akhimya menuai
berbagai gugatan di PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Selatan.
Belum cukup, pengusaha Tomy Winata yang merasa dirugikan dengan tulisan itu,
mengadukan Bambang Harimurti (pemimpin redaksi Majalah Tempo), dan dua
wartawannya | [skandar Ali dan Ahmad Taufik, telah mencemarkan nama
baiknva.

Persaingan industri Pers yang teramat ketat telah membawa pergeseran
ideologt Pers dari semula berbasis pada ideologi perjuangan, menjadi profit
oriented, dan menjadikan ideologi Pers sebagai pertimbangan ke dua. Kelaziman
dari watak ekonomi itu sendiri, maka persoalan etika dan hukum tidak lagi
menjadi pertimbangan yang teramat penting, bahkan bila perlu melakukan 7rial
by The Press, yang penting pembaca menyukainya, dengan pertimbangan akan
menatkkan oplah bagi media cetak dan menaikkan rating bagi media elektronik,
dengan harapan akan mengundang para produsen lain untuk memasang iklan di
media bersangkutan.

w
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat melalui pers merupakan salah satu hak dasar vang
dijamin  secara  konstitusional penggunaannyva di Indonesia  belum berjalan
sepenubnya sebagmmana diharapkan, Terutama selama kekuasaan rezim orde
baru dan selama pemerintahan reformasipun permasalahan dibidang pers tetap
sering muncul. Kebebasan pers sclain sebagai alat kontrol terhadap pemerintah
Juga sebagai penyebar informasi vang objektif, menyalurkan aspirasi, meluaskan
komunikast dan partisipasi masyarakat. Dalam fungsi kontrol sosial dan
penyialuran informasi kebebasan pers dalam bentuk koreksi dan knitik pada
hakekatnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kemungkinan
menyimpang dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Pers Nasional merupakan hasil cita-cita, kemampuan serta kebutuhan
masyarakat yang berkembang oleh karena itu, Undang-Undang Pers tidak hanva
mencerminkan tetapi benar-benar merupakan tatanan atau pemabaran normatif,
terurai dan jelas, serta interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.
Sasaran vang dituju tidak lain adalah usaha membangkitkan potensi Pers untuk
benar-benar dapat menjadi kekuatan pembangunan yang tanpguh, Seharusnya
pembangunan bidang pers lebith maju daripada bidang-bidang lainnya, karena
secara  positif ideologis  pers merupakan sarana meratakan jalan, menntis
kebersamaan, dalam setiap kurun pembangunan. Kemajuan wvang akan
dikembangkan di masa-masa akan datang udak berdin di atas ruang hampa,
melainkan atas kenyataan, vakm telah ada hubungan dan pengertian vang baik
selama in1 antara Pers, pemenntah dan masyarakat,

Interaksi positif’ antara pers. pemenntah dan masyarakat. dapat tumbuh
makin sehat, dengan demikian dapat diciptakan iklim yang menguntungkan bagi
pertumbuhan Pers Nasional guna mengabdikan din pada kepentingan masvarakat,
serta  dapat dihindarkan adanva penyalahgunaan -5 Gasan  pers yang

bertentangan dengan tujuan tias.onal bangsa Indonesia.
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kesadaran dan kebutuhan untuk mengkonkritkan serta mengejawantahkan
pengakuan dan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan salah satu wujud
kedaulatan rakyat. dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara vang demokratis sehingga kemerdekaai
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD
1945 dapat dijamin

Pers nasional sangat berperan dalam menumang pendidikan  dan
pembangunan polik bagi warga negara Indonesia, diarahkan memantapkan
stabilitas  politik yang dinamis serta pelaksanaan demokrasi Pancasila, dalam
kehidupan konstitusional, dan tegaknya hukum. Apa vang dianggap penting oleh
suatu khalayak, mungkin akan dipandang sebagai bukan apa-apa oleh khalayak
lain. Terlebih, defimisi mengenar masing-masing publik juga tak pernah statis,
berubah-ubah sesuai perubahan perseoalan. Maka, meski suatu usaha komumkasi
massa termasuk pers tidak dapat menmjangkau setiap orang, keberhasilannya
tergantung pada penerimaan khalayak terhadap pers.

Sebagian besar orang tetap mendambakan kebebasan pers, Karena publik
berharap dan percaya, bahwa setiap skandal atau penyelewengaan terhadap apa
vang sebenarnya terjadi, akan menimbulkan luka lebih parah bagi masyarakat
pada jangka panjangnya daripada menghilangkan rasa sakit pada segelintir
anggota masyarakal untuk saat ini. Satu-satunya keniscavaan berupa kontroversi
vang tak terhindarkan ialah bahwa seringkali keduanya mengunakan standar yang
berbeda. Standar pers berasal dan tradisi dan pengetahuan kecakapan mercka.
Standar publik berasal dari kepekaan dan pengaruh kuat atas berita. Penekanan
penilaian pers terhadap penerimaan publik lebih pada terpeliharanya kredebilitas
mereka, daripada kepekaan publik atas berita yang dilaporkan (Pilars, 2003 : 23),

Pers semakin menumukkan kemampuannya sebagal media yang sangat
efektif untuk membentuk pendapat umum ( public opinion ). Secara efektf pula
Pers dapat dijadikan alat propaganda, menggerakkan masyarakat untuk dapat
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menghadapi situasi tertentu, dan

bahkan dapat dijadikan scbagai alat penckan terhaz:-

penguasa. Gerakan

reformasi di Indonesia tahun 998, dengan tanpa mengurangi arti penting dari
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Kesadaran dan kebutuhan untuk mengkonkritkan serta mengejawantahkan
pengakuan dan jamman terhadap kebebasan pers merupakan salah satu wujud
kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernepara yang demokratis schingga kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD
1945 dapat dijamin

Pers nasional sangat berperan dalam menumang pendidikan  dan
pembangunan pohlitk bagi warga negara Indonesia, diarahkan memantapkan
stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan demokrasi Pancasila, dalam
kehidupan konstitusional, dan tegaknya hukum. Apa vang dianggap penting oleh
suatu khalayak, mungkin akan dipandang sebagai bukan apa-apa oleh khalayak
lain. Terlebih, defimisi mengenar masing-masing publik juga tak pernah statis,
berubah-ubah sesuai perubahan persoalan. Maka, meski suatu usaha komunikasi
massa termasuk pers tidak dapat menjangkau setiap orang, keberhasilannya
tergantung pada penerimaan khalayak terhadap pers.

Sebagian besar orang tetap mendambakan kebebasan pers. Karena publik
berharap dan percava, bahwa setiap skandal atau penyelewengaan terhadap apa
vang sebenarnya terjadi, akan menimbulkan luka lebih parah bagi masyarakat
pada jangka panmjangnya daripada menghilangkan rasa sakit pada segelintir
anggota masyarakal untuk saat i Satu-satunya keniscavaan berupa kontroversi
vang tak terhindarkan ialah bahwa seringkali keduanya mengunakan standar yang
berbeda. Standar pers berasal dan tradisi dan pengetahuan kecakapan mercka.
Standar publik berasal darn kepekaan dan pengaruh kuat atas berita. Penekanan
penilalan pers terhadap penerimaan publik lebih pada terpeliharanya kredebilitas
mereka, daripada kepekaan publik atas berita vang dilaporkan (Pilars, 2003 : 23),

Pers semakin menunjukkan kemampuannya sebagai media yang sangat
efektil untuk membentuk pendapat umum ( public oprion ). Secara efeknif pula
Pers dapat dijadikan alat propaganda, menggerakkan masyarakat untuk dapat
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam menghadapi situasi tertentu, dan

bahkan dapat dijadikan scbaga alat penekan terhaz::

penguasa, Gerakan

reformasi di Indonesia tahun 1998, dengan tanpa mengurangi arti penting dari
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peran dan gerakan mahasiswa Indonesia didalam menekan kekuasaan ( Soeharto )
pada saat itu. implikasinya mungkin tidak akan sedahsyat itu tanpa peran serta
Pers.

Secara operasional, sangat diperlukan peran Pers vang maru
memingkatkan pendidikan politik rakyvat agar mereka makin sadar akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan ikut secara aktf dalam kehidupan
kenegaraan dan pembangunan. Namun dalam menjalankan peran, Pers sering
menghadapi kendala atau tantangan dari berbagai pihak.

Dengan peran dan pengaruhnya vang demikian itu, akan menimbulkan
permasalahan-permasalahan yang amat serius  bila Pers dalam memerankan
fungsinva semata-mata hanya berpijak pada kebebasan berbicara dan atau
berpendapat, tanpa dibarengi dengan kemampuan profesional vang didasarkan
atas ctika, moral dan hukum. Selain itu, yang menjadi persoalan kemudian adalah
bahwa wartawan Indonesia sedikit sekali yang menyadari bila tulisannya bisa
dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) jika melakukan kesalahan dalam
menulis berita, terlebih apabila tulisan itu bersifat mengadili terhadap seseorang
atau golongan tertentu, atau yang lazim disebut /rial by the Press.

Dewasa 1 Pers Indonesia telah mencapai puncak kebebasanya, namun
Pers Indonesia sekarang im telah mengalami polarisasi ideologi. Pers Indonesia
telah berkembang seperti tanpa kontrol, ideologi Pers telah bergeser dari Pers
perjuangan  menjadi  sebuah  komoditas informasi yang lebih banvak
mempertimbangkan segi-segi ekonomisnya. Secara eksplisit hal 1ni dipertegas
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang
menyebut Pers sebagai lembaga ckonomi. Di Indonesia Pers sebagai industri
sebenamya sudah diawali tahun 1985 Hanya saja, karena pada saat itu sistem
politik kekuasaan Orde Baru sedemikian represif, Pers Indonesia tidak dapat
bergerak bebas dan seliberal seperti saat ini

Pelanggaran etika jurnalistik dan bahkan “peradilan oleh Pers® vang lazim
disebut 7rial by lhe Press, mulai sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
Pers di Indonesta. kemudizn Pers digugat di pengadiz= meskipun jumlahnya

tidak banyak. Persamgan iscustri Pers yang teramat ketat telah membawa
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pergeseran ideologi Pers dan semula berbasis pada ideologi perjuangan, menjadi
ideologi  perjuangan  yang terkadang menganedung  profir orented, dan
menjadikan 1dcologi Pers sebagar pertimbangan ke dua Kelaziman dari watak
ekonomi itu sendiri, maka persoalan etika dan hukum tidak lagi menjadi
pertimbangan yang teramat penting, bahkan bila perlu melakukan 7rial by the
Press, yang penting pembaca menvukainya, dengan pertimbangan akan
menaikkan oplah bagi media cetak dan menaikkan rating bagt media elektronik,
dengan harapan akan mengundang para produsen lain untuk memasang iklan di
media bersangkutan.

Bila terjadi Trial by The Press, bagaimana pertanggungjawabannya ?
Sedangkan UL No. 40 tahun 1999 tentang Pers belum mengatur
pertanggungjawaban secara rinci, meskipun di dalamnya mengatur tentang
ketentuan-ketentuan pidana dan perdata. Oleh karena itu penyelesaian
kepentingan antara Pers dengan masyarakat masih memerlukan rujukan ketentuan
dari peraturan perundang-undangan lain diluar ketentuan undang-undang No. 40
tahun 1999 misalnya pasal 1365 dan pasal 1372 KUHPerdata dan juga
sebagaimana dalam ketentuan pidana.

Oleh karena hal-hal vang terungkap diatas itulah yang kemudian menjadi
ketertarikan atau latar belakang penulis skripsi untuk mengangkat permasalahan
upaya hukum yang dapat ditempuh. serta peraturan-peraturan yang memberikan
perlindungan hukum bagi kebebasan Pers serta batasan tanggungpugat perusahaan
pers, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kebebasan Pers dan

Tanggungpugat Perusahaan™

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi im agar udak kabur dan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan
pada bidang perlindungan  hukum bagi kebebasan Pers yaitu mengenai

perlindungan hukum dari adanya kebebasan dan tanggunggugat Pers
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1.3. Rumusan Masalah
berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas
dalam skripsi im yaitu :
[. Apakah ada perlindungan hukum bagi Pers menurut undang-undang di
Indonesia?
2. Apakah ada batas-batas tanggung jawab Pers terhadap kebebasan yang
dimiliki?

La

Apakah ada perlindungan hukum bagi seseorang yang terganggu akibat dari

kebebasan Pers (tanggunggugat )7

1.4. Tujuan Penelitian
I Untuk mengetahui gambaran tentang ketentuan perlindungan hukum vang
diberikan bagi perusahaan Pers terhadap kebebasan Pers menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[

Untuk mengetahui  batas-batas tanggung jawab  Pers atau

perusahaan pers.

g

Untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap individu atau
sescorang yang terganggu akibat dari kebebasan Pers dalam pembuatan dan

mempublikasikan berita tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penclitian vang berlujuan
untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan schagai suatu karya tulis
yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan
membenkan hasil yang diinginkan. Surakhmad (1982 - I31) menvatakan, metode
peneliian adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan

teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan,

1.5.1. Pendekatan Masalah
Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilsi:=° ualam penulisan

karya 1lmiah 1m pendekatan penuasalahan yang digunakan adalah suatu metode
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pendekatan secara yuridis normatif, vaitu dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan, teori-teori  hukum dan  yunsprudenst  berhubungan  dengan
permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:9).

Guna mendukung bahan vang ada. penulis juga menggunakan metode
pendekatan empirik, vaitu suatu pendekatan masalah yang melihat bekerjanya

hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.

1.5.2, Sumber Bahan
Sumber bahan vang dipergunakan dalam penvusunan sknpsi imi adalah
sumber data sekunder, vaitu sumber data tertulis wang diperoleh dengan
melakukan penelitan dan literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen
vang ada hubungannya dengan obvek vang diteliti (Soemitro, 1988 : 20).
Sumber data sekuder vang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini ada
dua macam :
a, Bahan Hukum Primer, yang meliputi
. Norma atau kaidah dasar, yvaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945,
2. Peraturan Dasar, yaitu :
a. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
b. Peraturan perundang-undangan
b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi :
Buku-buku hukum dan buku-buku politik, tulisan-tulisan pada media

massa seperti majalah, surat kabar dan internet.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian
Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara :
a Studi Pustaka
Yaitu pengolahan data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur
hukum, Pers. politik dan tulisan-tulisan pada media massa.
b. Internet -

Yaitu dengan mencan data melaiui internet.
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[.5.4. Analisa Bahan Penelitian

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa
desknptif  kualitatif, vaitu upaya memperoleh gpambaran singkat  suatu
permasalahan vang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan berkaitan dengan permasalahan vang dibahas dalam tulisan ini, kemudian

disusun secara sistematis ( Soemitro, 1990 - 98).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Kebebasan Pers yang berbuntut pada stagnannya tiras (angka penjualan)
media cetak nasional seperti pemah  diungkapkan Presiden Megawati
Sockarnoputri, beberapa waktu lalu, terkesan karena terlalu bebas dan bahkan
kebablasan. Pers tak lagi mengenal etika, moral, dan kepentingan rakyat banyak.
Akibatnya, bukan oplah yang bertambah tapi justru menuai beragam gugatan
Banyak media cetak, di era kebebasan ini tak lagi menulis berdasar fakta Tidak
lagi menyampaikan kebenaran yang ada di dalam masyarakat 'l'api sebaliknya,
Justru mereka-reka kejadian untuk membuat tulisan eksklusif vang ujung-
ujungnya, menurut mereka akan meningkatkan tiras.

Contoh kasus yang pada akhirnya menggiring media cetak ke pengadilan
setelah UL no40 tahun 1999 diberlakukan. Tulisan di majalah Tempo edisi 3-9
Maret 2003 berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” yang akhirmnya menuai berbaga
gugatan di PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Selatan. Belum
cukup, pengusaha Tomy Winata yang merasa dirugikan dengan tulisan itu,
mengadukan Bambang Harimurti (pemimpin redaksi Majalah Tempo), dan dua
wartawannya | Iskandar Al dan Ahmad Taufik, telah mencemarkan nama
baiknya.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bastian Hutabarat dan
Walinga M Amrullah mendakwa Bambang Harimurti (Pimred Tempo), Iskandar
Ali, dan Ahmad Taufik (wartawan Tempo) menyebarkan berita bohong yang bisa
memancing keonaran. Ketiganva juga didakwa telah melakukan pencemaran
nama baik pengusaha Tomy Winata melalui pemberitaan. JPU melayvangkan
dakwaan berlapis terhadap ketiga terdakwa Dakwaan pertama bersifat primer,
vakni melanggar pasal 14 ayat | UU no.1/1946 juncto pasal 55 avat | ke le Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyebaran berita bohong yang
bisa memancing keonaran. Subsidair melanggar pasal 311 ayat | K555 uncto

pasal 55 ayat 1 ke le KUHP tentang penceinaran nama baik. Menurut Bastian,
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penuntut umum hanya menggunakan pasal-pasal vang ada di KUHP dan udak
menggunakan UL No 40 tahun 1999 entang  Pers Alasannya, persoalan
mengenal berita bohong tidak ada di dalam UL Pers tersebut.

Gugatan perdata pengusaha Tomy Winata Juga dilavangkan kepada
Goenawan Mohamad, pendin vang juga pemilik Majalah dan Koran Tempo. la
dituduh mencemarkan nama baik Tomy Winata karena pernvataan pribadinya
yang dimuat berturut-turut di Koran Tempo pada 12 dan 13 Maret 2003
Goenawan  dianggap  melanggar pasal 1365 KUHPerdata ving mtinya
menyebutkan triap perbuatan vang merugikan pthak lain, maka pihak vang
dirugikan bisa menuntut gant rug

Menoleh ke belukang, praktik kebebasan Pers di Indonesia mengalami
pasang surut. Selama sctengah abad Indonesia merdeka. kebebasan Pers lebih
banyak dibingkai oleh persepsi kekuatan sosial politik yang sedang berkuasa. Jika
pemenntah menganggap kondisi sosial politik aman, biasanya Pers diberi
kelonggaran. Bila kondisi sosial politik dianggap mengancam stabilitas
pemerintah, kelonggaran it dikurangs atau dirampas.

2.2, Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penulisan skripsy ini adalah

l. Undang-Undang Dasar| 945

a. Pasal 28 :
“Kemerdekaan berserikm dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
l1san dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”,

b. Pasal 28A :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hdup
dan kehidupannya™

¢. Pasal 28D avat (1) :
“Setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan vang sama cihadapan hukurs
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d. Pasal 28F :
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan hingkungan sosialnya, serta berhak
untuk  mencari, memperoleh, memiliki. menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan mformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.

¢, Pasal 28) avat (1) :
“Setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”™

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

a. Pasal 1365 :
“Tap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lam, mewajibkan orang vang karena selamanya menerbitkan
kerugian flu, mengganti kerugian itu”,

b. Pasal 1372 :
Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat

penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik Dalam

menilai satu dan lamn, hakim harus memperhatikan berat ringannya

penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah
pthak, dan pada keadaan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

a. Pasal 154 sampai dengan 163 juncto pasal 207, 208, 483, 484 dan 485
KUHPidana tentang tindakan pidana menvebarkan kebebencian terhadap
kekuasaan umum atau pemerintah, antar golongan masvarakal serta
penodaan agama.

b. Pasal 137, 144, 310 sampai dengan 312 KUHPidana tentang penghinaan,

¢. Pasal 160 sampai dengan 163 KUHPidana tentang tindak pidana
penghasutan,

d. Pasal 282 sampai dengan 283 KUHPidana tentang tindakan melanggar
kesusilaan.

¢ Pasal 322 KUHPidana tentang membuka rahasia.

I Ketentuan pasall4, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, tentang tinJ;-,_tkhu

pidana penviaran berita bohong.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers :

H

€.

Pasal I avat (1) :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komumikasi massa vang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari. memperolch, memiliki,
menyimpan, mengoelah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk
tulisan, suara, pambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik
dan segala jenis saluran vang tersedia,

Pasal 1 ayat (2):

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang  menyelenggarakan
usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor
berita, serta  perusahan  media lainnya yang sccara  khusus
menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Pasal 1 ayat (3):

“kantor berita adalah perusahaan Pers vang melayvani media cetak, Jedia
elektronik, atau media lainnya serta masyarkat umum dalam memperoleh
imformasi™

Pasal 1 ayat (5) :

“organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan
Pers”,

Pasal 1 ayat (6) :

“Pers nasional adalah pers vang diselenggarakan oleh perusahaan pers
Indonesia”.

Pasal | ayat (9) :

lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas,
maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundangan
vang berlaku

Pasal 1 ayat (10) :

“Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak
mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang
harus dirahasiakannya”

Pasal 1 avat (11):

“Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
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memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta

vang merugikan nama batknya”

i. Pasal | ayat(12);

“Hak koreksi adalah hak seseorang untuk mengoreksi atan membetulkan
kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers baik tentang dirinya

maupun tenlang orang lain™,

i+ Pasal [ avat (13):
“Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap
suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tlidak benar yvang telah
diberitakan oleh Pers vang bersangkutan™

k. Pasal 1 avat (14):
“Kode etk jurnalistik adalah himpunan profesi kewartawanan®

l. Pasal2:
“Kemerdekaan Pers adalah salah satu  wujud kedaulatan rakyat vang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum™.

m, Pasal 4 :

| Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau
larangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdeckaan Pers, Pers Nasional mempunyal hak
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4 Dalam mempertangggungjawabkan  di depan hukum wartawan
mempunyai hak tolak

n. Pasal S ayat(1):

0.

p.

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas
praduga tak bersalah”

Pasal 5 ayvat {(2) :

“Pers wapib melayani hak jawab™

Pasal 8 :

“Dalam melaksakan profesinva wartawan mendapat perhindungan hukum™
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- Pasal 9 ayat (1) :

“Setiap Warga Negara Indonesia dan negara berhak mendinkan perusahaan
pers™

Pasal 9 avat (2)

“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia™

Pasal 10

“Perusahaan  pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan
kKaryawan pers dalam bentuk kepermilikan saham dan atau pembagian laba
bersih serta bentuk kesejahteraan lain™

Pasal 12 :

“Perusahaan  Pers wajib mengumumkan nama, alamat. dan penanggung
Jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, Khusus untuk
penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan™

Pasal 13 z
Perusahaan pers dilarang memuat iklan
a. Yang berakibat  merendahkan martabat suatu agama dan atay
mengganggu  kerukunan  hidup  antar  umat beragama, serta
bertentangan dengan rasa kesusilaan masvarakat
b. Minuman keras keras. narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky
¢. Peragaan wujud rokok dan pengeunaannya.

. Pasal 14 :

“Untuk mengembangkan pemberitaan kedalam dan keluar negeri, setiap
Warga Negara Indonesia dan Negara Asing dapat mendirikan kantor berita”

« Pasal 17 ayat (2) :

Kegatan sebagaimana ayat | dapat berupa:
I. Memantau dan melaporkan analisis mengenal pelanggaran  hukum.
ctika dan kekeliruan teknis pemberitaan vang dilakukan oleh pers,
2. Meny=mpaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dulam rangka
menjaga dan memngkatkan kualitas pers nasional.

- Pasal 18 ayat (2) :

“Perusahaan pers vang melanggar ketentuan pasal 5 avat (1) dan ayat (2),
serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (limaratus Juta rupiah)”.
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5. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran :
a. Pasal 2 ;
Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil

dan merata, kepastian hukum. keamanan, keberagaman, kemitraan. etika,
kemandinan, kebebasan dan tanggung jawab.

b. Pasal 4 ayat (1):

“Penyiaran sebagai  kepiatan komunikasi massa . media informasi,
pendidikan, hiburan yang sehat. kontrol dan perekat sosial”
. Pasal 6 ayat (3) :

| Penyiaran diselenggarakan dalam suaty sistem penviaran nasional.

2 Dalam sistem penyiaran nasional scbagaiman dimaksud pada avat (1),
ficgara menguasar spektrum frekuensi radio vang diganakan untuk
penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola

Jaringan yang adil dan terpadu dan dikembangkan dengan membentuk
stasiun jaringan dan stasiun lokal

4.Untuk penvelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penylaran.

6. Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KE.J- PWI):
a. Pasal 2 ayat (1) :

“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa langgung jawab dan bijaksana
mempertimbangkan perlu atay patut atau tidaknya suatu berita, tulisan,
cambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan”

b. Pasal 3 ayat (5) :
Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, wartawan
Indonesia sclalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif’
berdasarkan kebebasan vang bertanggung jawab dan menghindarkan diri
dan caracara penulusan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi,
sensasional, atau melanggar kesusilaan.

c. Pasal 4 avat (1) -
“Setap pemberitaan yang kemudian ternvata udak benar atau berisi hal-
hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan

wartawan sendin™

d. Pasal 4 ayat (2) :
Pihak vang merasa dirugikan wajib diben kesempatan secepatnya untuk
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menjawab atau memperbaiki pemberitaan vang dimaksud. sedapat
mungkin dalam ruangan yang sama dengan pembertaan semula dan
maksimal sama panjangnya. asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan
secara wajar.

e. Pasal 3 ayat (6) :
Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian (hy line
story) wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersifat obvektif, jujur
dan sportif berdasarkan kebebasan vyang bertangeung jawab dan
menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran
terhadap kchidupan pribadi, sensasional, immoral atau melanggar
kesusilaan™,

f. Pasal 3 ayat (8) berbunyi :
“...pembentaan harus selalu berimbang antara tujuan dan pembelaan dan

dihindarkan terjadinva trial by the press™.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pers menurut Ul No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Istilah dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak
diartikan secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan dengan pengertian lain seperti;
Pers nasional, Pers Pancasila, Pers Asing.

Pengertian Pers menurut pasal | ayat (1) Undang-Undang Pers No. 40
tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalisik meliputi  mencari, memperoleh,
memiliki, menyimmpan, mengelola dan menyampaikan informasi dalam
bentuk tulisan, siaran, gambar, suara, suara dan gambar, serta data dan
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak,
media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian Pers dilihat dan segi bisnis adalah suatu kelompok kerja vang
terdiri dani berbagai komponen (wartawan, redaktur, tata letak, percetakan,
sirkulasi, iklan, tata usaha dan sebagainya), yang menghasilkan produk berupa
media cetak (Simorangkir, 1986 : 27).

Menurut leksikon komunikasi, Pers berarti
I. Usaha percetakan atau penerbitan.
2. Usaha pengumpulan dan penviaran berita.
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi.
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4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita

3. Medium penyiaran berita vakni surat kabar, majalah, radio dan televisi,

Sedangkan, menurut Kamus 1Imigh Populer (Gunawan, Adi. Hal - 371)
istilah “Perss™ berasal dari bahasa Inggnis. karena proses produksinya memakai
tekanan (pressing). Sebagian orang menyebut istilah Pers sebagai kependekan dari
kata Fersuratkabaran.

2.3.1.1 Pengertian Pers dalam arti sempit

Pers dalam arti sempit mengandung pengertian vaity penyiaran-penyiaran
pikiran, gagasan, ide, alaupun berupa berita dengan jalan karya tulis Penuangan
pikiran, gagasan, ide yang dimplemetasikan dan dikemas sedemikian rupa hanya
berbentuk  suatu tulisan (Adp, 1977 17) Diharapkan melalui penuangan prkiran,
gngasan, ide dalam bentuk tulisan pembaca dapat memahami secara lebih
mendalam kejernihan maksud yang ingin disampaikan. Sama halnya kemasan
vang akan disampatkan dalam bentuk berita informasi yang telah terjadi didasari
takta serta bukti-bukti vang menunjang keakuratan berita.

Dapatlah dikatakan. bahwa Pers dalam arti sempit merupakan mani festasi
dan  “Freedom of The Press” Akibat hukum vang ditimbulkan bagi vang
memahami  Pers dalam pengertian sempit akan membatasi larangan terhadap Pers
secara  sederhana dan tidak akan membawa persoalan larangan terhadap
pernyataan di film, radio dan lam-lain (Adj, 1977 | 23)

2.3.1.2 Pengertian Pers dalam Arti Luas

Pers dalam ani luas merupakan penyiaran sejumlah pikiran, gagasan, ide,
ataupun benta dengan memasukkannya ke dalam semua “Afuss ¢ ommunication”
vang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis
maupun dengan lisan (Adji, 1977  31) Pelibatan semua Masy Commumcation
akan semakin mempermudah dalam aktualisasi perwujudan pikiran, gagasan, ide
dlaupun benta. Tentunva masvarakal akan semakin cepat memperoleh dan
memahami informasi terhadap penistiwa yang tenadi karena didukung adannya
media informas) yvang beraneka ragaim
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Pers dalam arti luas dikategorikan ke dalam “Freedom of Speech”
(Djuroto, 2000 :73). Int menimbulkan keinginan untuk memperluas larangan tidak
saja terhadap Pers, melainkan juga terhadap permvataan di radio, film dan lain
sebagainya. Suatu keinginan vang hingga saat ini belum mendapat perwujudan
secara hukum adalah larangan terhadap film dilakukan oleh lembaga Sensor Film

vang ciakui secara sah oleh banyak negara.

2.3.2 Pengertian Kebebasan Pers vang Bertanggung Jawab

Dasar hukum UU no. 40/1999 tentang Pers adalah pasal 28 UUD 1945
yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Menurut buku “7he Four Theories of The Press ™ (Dalam Rochady, 1970 -
26) empat teori pers vang menyangkut bagaimana pers itu berdiri dan
dimanfaatkan. Keempat teori itu adalah . teori pemilik atau pendin, teor
kebebasan, teori komums Sovyet-Rusia dan keempat teori tanggung jawab
masyarakat

Teon politk atau pendiri, lebih tepat disebut sebagai istilah teori
penguasa, leori ini menempatkan pers vyang diatur sedemikian rupa untuk
melayani kepentingan negara dan memuji kebijaksanaan pemerintah, Pers vang
menganut sistem teori penguasa bukanlah surat kabar yang mempunyai arti dan
makna scbenarnya, sesuai istilah “surat kabar™ Tapi hanva merupakan terompet
dari pemerintah, terutama diatur untuk memperkuat kedudukan pemenintah.

Teon kebebasan menggunakan istilah teori pers merdeka, adalah pers yang
paling banyak memberikan informasi dan hiburan, sedikit sekali berbuat
kebajikan menurut ukuran umum dan tidak mengadakan kontrol terhadap
pemerintah. Dalam perusahaan pers semacam ini sedikit sekali batasan dan
ketentuan, yang ada hanya untuk mencan keuntungan berupa materi bagi
pemiliknya sendiri. Surai kabar semacam ini ada dalah surat kabar vang tidak
tertarik kepada soal menyangkut kepentingan masvarakat.

Teon komunis Sovyet-Rusia, teori ini tumbuh sekitar tahun 1919 dan telals

tersebar di beberapa negara. Berarti suatu dorongan besar bagi kehidupan sistem
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pembangunan nasional serta perfanggungjawaban kepada:

| Tuhan Yang Maha Esa

2 Kepentingan rakyat dan keselamatan negara

3.Kelangsungan dan penyelesaian revolusi sehingga terwujudnya tiga sepi
kerangka Tujuan revolus

4. Moral dan tata usaha

5. Kepribadian bangsa

2.3.3 Pengertian Tanggunggugat Pers

Pers sebagai institusi sosial mempunyai tanggung jawab moral yang
implementasi operasionalnya diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan
Pers sebagai sebuah institusi ekonomi (pasal 3 ayat 2 UU No.40 tahun 1999
tentang  Pers) mempunvai tanggung jawab hukum sebagaimana yang berlaku
terhadap subyek-subyek hukum lainnya (Tempo, 2003 - 25). Dengan demikian
selain tunduk pada UU No.40/1999 tentang Pers tunduk pula pada peraturan
perundang-udangan lainnya baik hukum privat maupun hukum publik.

Usfunan menyatakan (1999 : 27) pengaturan pertanggungjawaban hukum
merupakan suatu pembatasan terhadap pers dalam menurunkan berta atau tulisan
sehingga menghindari pemberitaan yang sensasional dan cenderung menurunkan
kehormatan seseorang, badan hukum perdata. pejabat pemerintah maupun untuk
memecah belah persatuan dan kesatuan.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1990 tentang Pers
disebutkan, “Pers nasional berkewajiban membentakan perisnwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa Kesusilaan masyarakat serta
asas praduga tak bersalah™ Pasal 5 ayat (2), - Pers wajib melayani hak jawab”.

Ditambahkan pula dalam pasal [8 ayat (2), “Perusahaan pers vang
melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan avat (2), serta pasal 13 dipidana dengan
pidan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Kode Ltik Jurnahstik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI)
merumuskan,

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana

mempertimbangkan perlu atau patut atau tidaknya suatu benita, tulisan,

gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan.
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Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyekuf, jujur dan sportif
berdasarkan kebebasan vang bertanggung jawab dan menghindarkan dint
dari cara-cara penulusan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi,
sensasional, atau melanggar kesusilaan.

Sedang Pasal 4 avyat (1) selengkapnyva berbunyi:
“Setiap pembentaan vang kemudian lernyata tidak benar atau berisi hal-
hal vang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan
wartawan sendir’™

Ditambahkan pula bunyi Pasal 4 ayat (2):
Pihak vang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk
menjawab  atau  memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat
mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan
maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan
secara wajar.

Sebelumnya dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalisunk Persatuan Wartawan Indonesia

(KEJ-PWI) diatur tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat oleh Pers

vang berisi tentang keharusan dan larangan, diantaranya :

Pasal 3 ayat (6) selengkapnya berbunyi :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian (by [ine
story) wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersifat obyektf, jujur
dan sportif berdasarkan kebebasan vang bertanggung jawab dan
menghindarkan diri dan cara-cara penulisan vang bersifal pelanggaran
terhadap kehidupan pribadi, sensasional, immoral atau melanggar
kesusilaan.

Sedang Pasal 3 avat (8) selengkapnya berbunyr : .. pemberitaan harus
selalu berimbang antara tujuan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya rriaf by
the press.

Eetentuan pasal 5 ayat (8) tersebut pada dasarnya mewajibkan wartawan
dan atau Pers di dalam menulis atau menerbitkan suatu berita dilakukan secara
bennmbang untuk menghindan terjadinva irial by the press (peradilan oleh Pers).
Dan ternyata pelanggaran atas ketentuan pasal 3 ayat (8) sebagaimana tersebut,
maka wartawan alau perusahaan vang bersangkutan diwajibkan untuk mencabut
kembali atau meralat pemberitaan tersebut (pasal 4 ayat | ); dan atau wajib untuk
membenkan hak jawab vang seimbang kepada subyek berita yang telah dirugikan,

1 Indonesia kasus-kasus mengenai libel (fitnahan atau pencemaran nama
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memberikan hak jawab yang seimbang kepada subyek berita vang telah dirugikan.
D Indonesia kasus-kasus mengenai libel (fitnahan atau pencemaran nama
batk melalui media cetak) oleh Pers memang belum begity menonjol, meski
apabila kita cermati mengenai substansi pemberitaan Pers (khususnya semenjak
era reformasi) banyak vang bersifat libel, dan penyelesaiannya menggunakan
pasal 4 ayat (2) Kode Ftik Jurnalistik.
Secara tersiral rumusan mengenai libel oleh Pers terkandung di dalam
rumusan pasal 2 avat (1) dan pasal 3 avat (5) Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 2 avat (1) dirumuskan
“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana
mempertimbangkan perlu atau patut atau tidaknya suatu berita. tulisan.
gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan™

sedang Pasal 3 ayat (5) dirumuskan :

Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, wartawan

Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif

berdasarkan kebebasan vang bertanggung jawab dan menghindarkan diri

dari cara-cara penulusan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi,
sensasional, atau melanggar kesusilaan.

Perimbangan terhadap layak atau tidaknya sebuah berita dimuat
diserahkan kepada individu wartawan sebagai penulis berita, meskipun nantinya
akan mengalami seleksi dari pimpinan redaksi. Tanggung jawab terhadap berita
vang diturunkan apabila merugikan pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan

secara moral ataupun secara hukum.
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3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang di Indonesia
3.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 40

Tahun 1999

Undang-undang No. 40 tahun 1999 merupakan undang-undang pertama
tentang pers dimasa reformasi. Undang-undang 1 menghendakr pers memiliki
kemerdekaan mencari dan menyampaikan informasi untuk mewujudkan Hak
Asasi Manusia vang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVIIMPR/1998 fentang Hak Asasi
Manusia, antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan
memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang HAM pasal 19 Konvensi [nternasional berbunyi -

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan

pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa

gangguan, dan untuk mencari. menerima dan menyampaikan informasi

serta buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-

batas wilayah.

Menurut Pandjaitan (2000 @ 161) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
1999 pers juga sebagi kontrol sosial mempunyai peranan penting dalam mencegah
terjadinva penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi. kolusi. nepotisme, maupun
penyelewengan dan peyimpangan lainnya.

Didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pasal yang mengatur
bidang perusahaan pers memperoleh porsi lebih besar. Dalam Bab 1 Pasal 1,
sekurangnya ada 4 avat yang berkenaan dengan perusahaan pers  vaitu

Pasal 1 avat (2} dirmauskan '
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelengparakan
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronika dan kantor berita
serta perusahaan media lainnya vang secara khusus menvelenggarakan,
menyiarkan atau menvalurkan informasi.

Sedang Pasal | avat (3) dirumuskan - 1

“Kantor berita adalah perusahaan pers vang melayan media cetak, media
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elektronik atau lainnya serta masyarakat umum dalam memperolch
informasi™

Dalam Pasal 1 ayat (5) dituhiskan:
“Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan
pers”,

Serta Pasal 1 ayat (6):
“Pers nasional adalah pers vang diselenggarakan oleh perusahaan pers
Indonesia™.

Selain pasal-pasal diatas, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 mengatur juga

tentang perusahaan pers yang terdapat dalam Bab [V yaitu -

Pasal 9 avat (1) berbunyi :
“Setiap Warga Negara  Indonesia  dan negara berhak mendinkan
perusahaan pers”

Sedang Pasal 9 avat (2) berbunyi
“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum™.

Demikian pula Pasal 10
“Perusahaan pers membenkan kesejahteraan kepada wartawan dan
karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba
bersih serta bentuk kesejahteraan lain”

Pasal 12 berbunyi;
“Perusahaan  pers wajib  mengumumkan pama, alamat  dan
penanggungjawab secara terbuka melalui media vang bersangkutan.
Khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”,

Sedang Pasal 13 berbuny ;

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

a Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau
mengganggu  kerukunain hidup antar umat beragaria, serta bertentangan
dengan rasa kesusilaan masyarakat.

b. Minuman keras keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

c. Peragaan wujud rokok dan penggunaannva,

Dan Pasal 14 berbunyi

“Untuk mengembangkan pemberitaan kedalam dan keluar negeri. setiap
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Warga Negara Indonesia dan Negara Asing dapat mendirikan kantor

berita”.

Perkembangan cukup berarti dai pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 40
tahun 1999 adalah setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan
kesempatan untuk mendirikan perusahaan pers asalkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku; Dan tidak mewajibkan pendinan perusahaan
pers harus memiliki (Surat [jin Usaha Penerbitan Pers) SIUPP. Negara diberikan
kesempatan untuk mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau
badan usaha karena pers nasioanal mempunyai fungsi serta peranan penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara (pasal 9 ayat | UU No. 40 tahun [999).

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 juga memberikan kesempatan kepada
wartawan atau karyawan pers untuk memiliki saham. bunyi Pasal 10
“Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karvawan pers
dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih wserta bentuk
kesejahteraan lainnya”. Tujuan dari kepemilikan saham oleh wartawan dan
karyawan pers adalah untuk kesejahteraan (Sinar Grafika, 2001 :15). Adapun
kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan gaji. bonus, pemberian asuransi
dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Sebapai wujud pertangungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan
atau disiarkan, dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999
tentang  Pers dijelaskan, vang dimaksud “penanggungjawab” adalah
penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang
redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku Pasal ini mewajibkan perusahaan untuk
mengumumkan nama, alamat dan penanggungiawab perusahaan pers secara
terbuka melalui media tersebut dengan cara

a, Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggungjawab

penerbitan serta nama dan alamat percetakan.

h, Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawab '

pada awal atau terakhir setiap siaran karya jurnalistik.
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¢. Media lainnya menyesuaikan bentuk, sifat dan karakier media yang
bersangkutan.
Undang-Undang No. 40 tahun 1999 memberikan kesempatan kepada
Warga Negara Indonesia dan negara untuk mendirikan kantor berita. Ini berarti
setiap warga negara berhak untuk berekspresi baik kedalam maupun keluar negen

(Sinar Grafika, 2002 : 12)

3.1.2 Perlindungan Hukum bagi Pers Menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Hasil akhir Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiran
ditanggapi mendua berbagai kalangan. Disatu pihak, undang-undang ini cukup
mengakomodir pluralisme, lebih menjamin keberagaman informasi dan berpihak
pada pekerja penviaran, Akan tetapi, dilain pihak dianggap berpeluang
mengancam kebebasan pers, memberi kesempatan intervensi kekuasaan pada
media penyiaran dan menghantui subjek vang terlibat dalam kegratan penyiaran
dengan berbagai macam ancaman hukuman (UIl Jogjakarta, 2003 © 23) Satu
vang menggembirakan, undang-undang ini mengakomodasi keberadaan media
siaran komunikasi vang dapat menjadi alternatif informasi dipasok oleh lembaga
siaran komersil. Undang-undang penyiaran menyebut tiga lembaga siaran, yakni
lembaga penyiaran publik, komunitas dan swasta.

Pasal 1 ayat (9) berbunyi:

lembaga penyiaran adalah penyelenggara penviaran, baik lembaga

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta. lembaga penyiaran

komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada
peraturan perundangan vang berlaku,

Satu hal vang pasti. undang-undang penyiaran akan merepotkan industri
penviaran, khususnya televisi swasta vang memiliki jangkauan secara nasional.
Dengan berlakunya undang-undang ini, televisi swasta tidak lagi dapat melakukan
siaran secara nasional, karena jasa penyiaran hanya terdin dan stasiun penyiaran
jaringan dan stasiun penviaran lokal. Sebuah stasiun televisi yang menjangkau

siaran kedaerah, tidak cukup memiliki jatah alokasi frekuensi didacrah dan

membangun stasiun relai, tetapi mesti bekerjasama dengan stasiun televisi lokal
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Pasal 6 avat (3) dirumuskan:
a. Penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penviaran nasional
b. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaiman dimaksud pada ayat (1),
negara menguasal spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk
penyelenggaraan  penviaran guna  sebesar-besarnya  kemakmuran
rakyat

¢. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola

Jaringan  yang adil dan terpadu dan dikembangkan dengan membentuk
stasiun jaringan dan stasiun lokal

d. Untuk penyelenggaraan penviaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran,

Ketika sosialisasi hasil panitia pansus penyiaran dilakukan, berbagai
kalangan penyiaran menghendaki agar semua kelentuan yang menvertakan
keterlibatan pemerintah yan £ menyertal Komisi Penyiaran Indonesia (KPT) didrop
seluruhnya  Akan tetapi hasiinya sa.a saja (Tempo, 2003 : 37). Pemerintah tetap
menginginkan kekuasaannya atas penviaran dipertahankan. DPR sependapat
dengan pemerintah. KPI harus meggandeng pemenntah untuk menyusun berbagai
peraturan pelaksana, batk dalam urusan lembaga penyiaran publik, pembatasan
kepemilikan silang, lembapa penyiaran berlangganan, kegiatan peliputan lembaga
penylaran asing, sistem stasiun jaringan, rencana dan persyaratan teknis siaran,
tata cara dan persyaratan perizinan, tata cara pemberian sanksi administratif,
sampai soal pemberian dan perpanjangan izin siaran
Pasal 32 avat (2) berbunyi ;

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dasar tekmik penviaran dan

persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaiman dimaksud pada ayat

(1) disusun lebth lanjut oleh KPI bersama pemenntah sesuar dengan

peraturan perundangan vang berlaku.

Izin dan perpanjangan penyelenggaraan siaran diatur cukup rumit Untuk
memperoleh 1zin siaran, sescorang harus memperoleh rekomendasi kelavakan dan
KPI, setelah itu harus ada kesepakatan antara KPI dan pemenintah vang diberikan
dalam forum rapat bersama. dan memperoleh 1zin frekuenst yang dialokasikan
pemenntah.  [zin - penyelenggaraan penyiaran secara administratf’ memang
ditangan KPI, bukan pemerintah Akan tetapi dengan ketentuan ini, pemerintah
berhak menyensor perpanjangan izin

Pasal 33 ayat (4) berbunyi

lzin dan perpamuangan izin penvelenggaraan penyiaran diberikan oleh
negara setelah memperoleh:
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a. Masukan dan hasil evaluasi denpar pendapat antara pemohon dan

b. ggii;}mendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan KPL.

c. Hasil kesepakatan dalam rapat bersama vang diadakan khusus untuk

perizinan antara KPldan pemenntah dan |
d. lzin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh
pemernintah atas usul KPL

Kalangan aktifis media semula berharap muncul rumusan ketentuan yang
demokratis dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran denpan
meniadakan semua peluang bag pemerintah untuk melakukan intervenst. Dalam
soal perizinan, bahkan mereka menginginkan agar soal penyiaran dijadikan satu
atap oleh KPI, Termasuk adalam alokasi frekuensi untuk media siaran,

Undang-Undang No. 32 tahuu 2002 tentang Penviaran memang tidak
memberikan harapan besar bagi terpeliharanya kebebasan pers dan berekspresi
pada masa akan datang. Berbagai unsur mayarakat vang menaruh perhatian pada
undang-undang penyiaran merasa kewalahan . Selama pembahasan RUU
Penyiaran, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) menyuarakan kritik
tajam ferhadap RUU tersebut. Bahkan sering menyebut ketentuan dalam RUU
penyiaran bersifat orde baru dan fasis. Akan tetapi. pada saat terakhir MPPI tidak
lagi kedengaran suaranya. Kebebasan pers rupanva masih rentan. Bagi media
siaran, personel vang mengisi KPl akan menentukan cepat lambatnya
pengeroposan kebebasan pers. Namun, semuanya akan terpulang pada komitmen
seluruh unsur masyarakat dalam mempertahankan kebebasan pers dan berekspres

yang menjadi nafas demokrasi.

3.1 Batas-Batas Tanggung jawab Pers Terhadap Kebebasan vang Dimiliki
Keberadaan pers ditengah kehidupan sosial memilki posisi strategis. Schab
kedudukan pers selain memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada
masyarakat, merupakan sarana Komunikasai ampuh untuk membentuk opini
publik. Kiprah pers dalam suatu sistem kemasyarakatan vyang demokratis
seringkali  tampil sebagai pahlawan untuk menyelaraskan sekaligus menuntut ‘

ditegakannya nilai-mlai keadilan,
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Locke (Tanpa tahun) mengemukakan, bahwa kebenaran dapat terungkap
hanva melau pertarungan pendapat vang berlawanan dan diutarakan secarn bebas.
Tidak ada individu atay kelompok yang memepang monopoli atas kebenaran dan
terbebas dan kesalahan, falsafah ini sering dikembangkan di negara barat

Menurut buku “The Four Theories af The Press™ (Dalam Rochady, 1970
26) empat teori pers vang menvangkit bagaimana pers itu berditi dan
dimanfaatkan. Keempat teon itu adalsh :

| teort permihik atau pendir

I

teori kebebasan

3. leon komums Sovvet-Rusia

4. leon tanggung jawah masyarakat.

Dan keempat teori-teont diatas. teori tangoung jawab vang dijadikan
sebagai acuan bagi penerapan tanggung jawab pers terhadap kebebasan vang
dimilikinya. Segi-seg vang terdapat dalam teori ini sangat sesual dengan
perkembangan yang berlangsung di Indonesia dewasa ini. ['eon tanggung jawaly
merupakan teon baru dalam kehidupan pers

Teon ini memungkinkan pers dimiliki oleh sesorang, meskipun dalam
pelaksanaannya seperti tidak memiliki. Teori ini banyak memberikan informasi
menghimpun serta menampung segala pagasan atau diskusi dari segala tingkat
kecerdasan. Disamping itu teori tanggung jawab memiliki sesuatu yang tidak
disukat oleh pers bebas atay liberal, yakni memiliki prinsip-prinsip etika
dibelakang cita-cita bahwa ia mewakil; sebagian besar rakyat, tetapi Juga memberi
jaminan atas golongan kecil atay oposisi untuk turut bersama. Jaminan ini sukar
diperoleh surat kabar yang menggunakan teori lainnya.

Teori tanggung jawab banyak digunakan oleh pers di neguri-negara
menganut sistem demokras: dalam 1ata pémcnmahannya. Dimana rakyat telah
mencapar tingkat kecerdasan cukup tinggr dan mempunvai suara berpengaruh
serta menentukan terhadap pejabat negara.

Adji (1977 © 83) menvatakan, berdasarkan atas demokrasi Pancasila maka

dapat digambarkan Kountures dari kebebasan Pers di Indonesia adalah schag
berikut |
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I. Kemerdekaan Pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk

mempunyal  dan menvatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan

untuk memperoleh alat-alat dari expression seperti  dikemukakan
negara-negara sosial.

Ia tidak menggunakan lembaga sensor prefentif.

3.  Kebebasan itu bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak
bersyarat sifatnya.

4. la merupakan kebebasan dalam linskungan batas-batas tertentu,
dengan syarat syarat limitatife dan demokrasi, seperti oleh hukum
nasional, hukum mternasional dan ilmu hukum.

5. Kemerdekaan Pers ini dibimbing oleh rasa tanggung jawab, dan
membawa kewajiban-kewajiban vang untuk Pers sendiri disalurkan
melalui beroepseptiek mereka.

6. la merupakan kemerdekaan yang disesuaikan dengan tugas Pers
sebagar knitik adalah negauf dalam karakternya, pula ia positif sifatnya.
apabila ia menyampaikan “wettige initiativen” dari pemerintah.

7. Aspek positif di atas dak mengandung dan tidak membenarkan suatu
konklusi, bahwa posisinya adalah “subordinate™ dari pemerintah.

8. Adalah suatu kenyataan, bahwa aspek positif ini jarang ditentukan oleh
kaum lebertarian sebagai suatu ensure essentieel dalam persoalan mass
caommunication.

9. Pemyataan bahwa Pers tidak subordinat kepada penguasa politik
berarti, bahwa konsep autoritarian adalah tidak acceptable bagi Pers
Indonesia.

10. Kebebasan Pers dalam lingkungan batas limitatif dan demokrasi,
dengan menolak tindakan prefentif adalah lazim dalam negara
demokrasi dan karena 1tu tidak bertentangan dengan ide Pers Merdeka.

1. Konsentrasi perusahaan-perusahaan yang membahayakan performance
dart Pers excessif, kebebasan Pers vang dirasakan berlebihan dan
seolah-olah memberikan hak kepada Pers untuk misalnya membohong,
mengotorkan nama orang. dapat dihadapi dengan rasa tangeung jawab
dart Pers sendiri. la harus memberikan ilustrasi tentang sesuatu Pers
vang bebas, akan tetap bertanggung jawab.

[l

Selayaknya disadan, hakekat produk pers sebagai informasi merupakan
gambaran perilaku dan karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada
tatanan  yang mengaturnya batk bersifat internal maupun eksternal. Tatanzn
internal berupa etika dituangkan dalam kesepakatan para wartawan Indonesia,
kemudian dijadikan acuan moral bagi kinerja dan pengembangan profesionalisme
(Adji, 1977 :71). Tatanan itu misalnva diwadahi dalam Kode Ftik Jurnalistik
Persatuan  Wartawan  Indonesia (KEJ-PWI). Kode EFtik Aliansi Jumnalis
Independen (KE-AJl) dan sebagainya. Sementara yang bersifat cksternal berupa

peraturan perundangan dan tekanan sosial
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Secara ganis besar, berita schagal sajian pers berproses melalui tahapan
tertentu. Dari whapan i sebenarnya kejelasan tugas dan langgung jawab
masing-masing  bidang mempermudah tanggung jawab ketika ada pengaduan
(Klaim) dari mayarakat terhadap sapan pers  Sesuai prinsip keadilan, alur
perianggungiawaban itu mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggungjawab
alas dasar  batas-batas perbuatan dilakukan, Kejelasar. ini relevan dengan prinsip,
bahwa  seseorang tidak dapat memikul resiko akibat kesalahan vang diperbuat
oleh orang lain fal itu ditunjang oleh kenvataan pekena pers adalah profesionalis
yang menckuni bidang kerjanya berdasarkan kesadaran dan intelektualitas tngu
(Prakoso, 1988 41)

Pertanggungiawaban secara predikuf dikandung oleh ketentuan undang-
undang pers, misalnya mengatur bagaimana suatu permasalahan bersifat delik
pers  dapat diselesaikan dengan merujuk pada peraturan perundangan lainnya
Khususnya dalam KUHP (secara pidana) dan dalam KUHPerdata (secara
perdata).

Berdasarkan penjelasan Pasal |2 Undang-Undang No. 40 tahun 1999
tentang pers dinyatakan, sebagai wujud karva jurnalistik vang diterbitkan oleh
pers  harus ada penanggungjawabnya baik dalam urusan redaksional maupun
perusahaan. Penanggungjawab akan memikul tangpung jawab  hukum pertama
atas  seluruh  sajian pers Sedangkan subjek lain, pertanggungjawabannva
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku seperti tertuang pada penjelasan
pasal 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999, “Adanva pengumuman tersebut
dimaksudkan sebagai wujud pertanggungiawaban atas karva jurnalistik vang
diterbitkan atau disiarkan Yang dimaksud dengan “penanggungjawab™ adalah
penanggungiawab  perusahaan pers vang  meliputi bidang usaha dan bidang
redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan
perundang-undangan vang berlaky”

Kepastian pertanggungjawaban atas pemberitaan pers dalam perspektif
hukum  memerlukan adaptasi berbagai disiplin 1lmu lain misalnva, 1lmu
komunikasi, lmu ekonomi. ilmu sostal, ilmu psikologi dan schagainya Ini

dimaksudkan scbagai saty upaya untuk memperoleh deskripsi sesuai rasa keadilan
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masyarakat dan HAM. Pertanggungjawaban atas sajian dalam penerbitan pers
menitikberatkan pada  penanggungjawab tidak menutup kemungkinan adanya
pthak lain dijajaran redaksi harus ikut memikul tanggung jawab sesuat porsi
masing-masing merujuk pasal 55 dan 56 KUHPidana Secara perdata ganti
kcrugian  dapat dipikul secara tanggung renteng oleh para pihak yang
memmbulkan kerugian,

[Yalam kontrensi [nternusional Press Institute (Rochady, 1970 ; 47) yang
dihadinn sebagian besar negara-negara didunia telah merumuskan beberapa
persyaratan tentang bentuk pers yang menerapkan teori tanggung jawab terhadap
masvarakat

Pertama, pers harus mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi secara
Jelas dan terang disertal kesimpulan dalam memberikan pandangan hingga mudah
di mengerti dan tidak sering mengulangi fakta yanag telah disiarkan.

Kedua, mengatur suatu forum bertukar pikiran, komentar dan kritikan. Ini
berarti halaman surat kabar harus terbukaseluas-luasnya untuk menampung segala
macam pandangan  Sikap membeda-bedakan pandangan satu dengan lainnya
ternyata masih terdapat dibanyak negara. Di Amerika umpamanya, beberapa
tahun lampau ada sikap keras menolak membicarakan komunis dalam surat kabar.
meskipun secara objektif. Sikap im berubah dan terdapatlah pengertian, bahwa
dengan membahas artikel-artikel tentang komunis, maka sedikitnya memahami
apa schbenarmya komunis beserta lalar belakangnya.

Svarat ketiga adalah menampung dan memasang gambar (folo) segala
kegiatan yang bersifat membangun seluruh Japisan masyarakat Tidak dibenarkan
hanya mengutamakan sebagian dari masyarakat, Pers vang betanggung jawab
akan memuat gambar tersebut tanpa membedakan daerah.

Keempat, kewajiban sural kabar dengan penuh rasa tanggung jawab
menjernihkan  segala persoalan vang terdapat dilingkungan masyarakat. Surat
kabar sesungguhnya adalah petugas pendidikan. Mungkin sulit memperoleh
gambaran bahwa surat kabar telah bertindak demikian, Hal ini tidak nampak jelas.
tetapt jangan lupa bahwa media informasi dengan mudahnva dapat merubah jalan

pikiran ratusan ribu rakyat dalam waktu singkat.
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Kelima, pers bertugas menghimpun bahan-bahan  yang dapat
menimgkatkan pengetahuan dalam waktu cepat sckaligus tersebar diwilayah vang
luas. Menurut Rochady (1970 : 35), teori tanggung jawab dapat diterima atau
tidak oleh masyarakat tergantung kepada masyarakat yang bersangkutan. Namun
tidak  berlebihan bila dipikirkan dengan cara apa untuk menghadapi keadaan serta
perkembangan yang berlaku sekarang, Satu-satunya jalan dingan menggunakan
teort tanggung jawab yang akan memberikan jaminan setiap insan untuk bisa
menulis. Setiap surat kabar memiliki saham demikian luas sekaligus menghimpun
kekuatan modal sendiri, mengerjakan sesuatu sesuai kebenaran dan kenyataan,
bertanggungjawab serta bekerja dengan seksama.

Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dinvatakan sebagai wirjud
kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi
hukum. Terhadap pers tidak dikenakan pembredelan atau pelanggaran penylaran
serta mendapat jaminan untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan
dan informasi (PT. Remaja Rosda Karya, 2000 :154) Bahkan dalam
mempertanggungjawabkan didepan hukum, wartawan Indonesia memilik hak
tolak untuk melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan
identitas sumber informasi baik ketika dimintai keterangan oleh penvidik atau
pengadilan

Hak tolak diatur dalam pasal | ayat(10) Undang-Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers berbunyi :

“llak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak

mengungkapkan nama identitas lainnya dan sumber berita vang harus

dirahasiakan™.

Hak tolak baru gugur bila menurut ketetapan pengadilan dinvatakan, hak
tolak dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara serta ketertiban umum.
Dalam menjalankan  kebebasan pers vang bertanggungjawab selalu dibarengi
pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.

Menurut Engels (dalam Prakoso, 1988 :47), bahwa syarat-svarat untuk
pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pada umumnya dituangkan dalam

3 macam bentuk yuridis :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T

32

Kelima, pers bertugas menghimpun  bahan-bahan yang dapat
menimgkatkan pengetahuan dalam waktu cepat sckaligus tersebar diwilayah yang
luas. Menurut Rochady (1970 : 35), teori tanggung jawab dapat diterima atau
tidak oleh masyarakat tergantung kepada masyarakat vang bersangkutan. Namun
tidak  berlebihan bila dipikirkan dengan cara apa untuk menghadapi keadaan serta
perkembangan yang berlaku sekarang, Satu-satunya jalan dinpan menggunakan
teort tanggung jawab vang akan memberikan jaminan setiap insan untuk bisa
menulis. Setiap surat kabar memiliki saham demikian luas sekaligus menghimpun
kekuatan modal sendiri, mengerjakan sesuatu sesuai kebenaran dan kenvataan,
bertanggungjawab serta bekerja dengan scksama.

Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dinvatakan sebagai wujud
kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi
hukum. Terhadap pers tidak dikenakan pembredelan atau pelanggaran penyiaran
serta mendapat jaminan untuk mencari, memperoleh, menvebarluaskan gagasan
dan informasi (PT. Remaja Rosda Karya. 2000 :154). Bahkan dalam
mempertanggungjawabkan didepan hukum, wartawan Indonesia memilik hak
tolak untuk melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan
identitas sumber informasi baik ketika dimintai keterangan olch penyidik atau
pengadilan

Hak tolak diatur dalam pasal 1 avat(10) Undang-Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers berbunyi -

“Hak tolak adalah hak wartawan karcna profesinya, untuk menolak

mengungkapkan nama identitas lainnya dari sumber berita vang harus

dirahasiakan™

Hak tolak baru gugur bila menurut ketetapan pengadilan dinyatakan, hak
tolak dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara serta ketertiban umum,
Dalam menjalankan kebebasan pers yang bertangsungjawab selaly dibarengi
pembatasan atau penghapusan tanggung jawab.

Menurut Engels (dalam Prakoso. 1988 : 47). bahwa syarat-svarat untuk
pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pada umumnya dituangkan dalam

3 macam bentuk yuridis :
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memperhatikan kaidah moral dan etika jurnalistik. Sebab dengan kekuatan dan
Kemampuannva  membentuk opim publik, pembentan vang tidak benar dan
cenderung mendramatisic peristiwa tidak menutup kemungkinan dapat menvulut

aksi sosial yang bersifat anarkhis

3.3 Peranan Perlindungan Hukum bagi Seseorang yang Terganggu Akibat
dari KebebasanPers (Fanggunggugat)

Pers sebagai salah saty media komunikasi vang bersifat umum dan tertib
secara teratur berupa buku, majalah, surat kabar dan media cetak lainnya adalah
sebagal media penyebarluasan informasi dan pengetahuan dalam rangka mencapa
cita-cita perjuangan nasional

Sebagai lembaga yang memiliki peranan menyebarkan informasi, dalam
aktifitasnya tidak menutup kemungkinan wartawan atau penerbit serta perusahaan
pers melakukan kesalahan Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang No. 40 tahun 1999
menjelaskan, “pers dilarang memuat iklan Yang berakibat merendahkan martabat
Suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta
bertentangan dengan rasa kesusilaan masvarakat” dan merujuk pada Kode Ftik
Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) pasal 4 ayat ( 1) “Setiap
pemberitaan vang  kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yung
menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri”
dan avat (2) “Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepalnya
untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin
dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama
panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara wajar”

Bila i terjadi, maka akibat suatu pemberitaan telah menimbulkan suatuy
penstiwa hukum yang dapat dikategonkan sebagai perbuatan melawan hukum
Hal ini dapat dilakukan gugatan secara perdata maupun penuntutan pidana
Penistiwa semacam imi dikenal dengan sebutan delik pers. Bags seseorang ataupun
individu vang merasa dirupikan atay namanya tercemar dan publikasi pers berupa

berita, maka pegs dalam hal ini wartawan penulis berita tersebut dapat dituntut
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3.3.1 Perlindungan Hukum Secara Perdata
Bagl seseorang atau individu vang menjadi obvek berita dan berita
tersebut  telah merugikan, memfitnah dan mencemarkan nama baiknva, maka
orang atau individu tersebut dapat mengajukan tuntutan dengan didasari pada
pasal 1365 Juncio pasal 1372 KUHPerdata.
Pasal 1365 berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, vang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena selamanva menerbitkan kerugian
1tu, mengganti kerugian itu”.

Sedangkan Pasal 1372 berbunyi :
Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat
pengeantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan naiia batk Dalam
menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya
penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah
pihak, dan pada keadaan.

Dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, memang tidak ditemukan
adanya rumusan tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatig daad) yvang ada

hanya menyebutkan mengenal unsur-unsurnya saja vaitu:

|, Harus ada perbuatan ;

bt

Perbuatan harus onrechmatig;

Pelaku harus mempunyai kesalahan;

e U

Perbuatan itu memmbulkan kerugian (ada hubungan kausal);

Lh

Norma yang dilanggar haruslah melindungi kepentingan vang terkena
atau tersangkut.

Menurut Djojodirdjo (1997 © 21), rumusan mengenai perbuatan melawan
hukum diserahkan kepada doktrin, Ada dua aliran mengenai perbuatan melawan
hukum. Menurut aliran sempit, perbuatan melawan hukum -adalak tap-tiap
perbuatan vang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-
undang. Aliran luas merumuskan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai
suatu perbuatan atau kealpaan, atau vang bertentangan dengan kewajiban hukum
st pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang

harus diindahakan dalam pergaulan terhadap orang lain { Djojodirdjo, 1997 - 21).
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diselesatkan dengan menerapkan ketentuan pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata
Norma vang dilindungi adalah norma-norma schapaimana vang telah diatur
didalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (5) atau
norma-norma lain tentang keharusan yang wajib diindahkan dalam pergaulan
hidup bermasyarakat dimana norma-norma itu berlaku (Prakoso,1988 : 38)

Pasal 2 ayat:(1) dan pasal 3 ayal (5) Kode Etik Jurnahistik merumuskan
mengenal  kepatutan yang harus dilakukan oleh wartawan sceara objektif tidak
mengacu opint individu seorang wartawan terlebih mengacu pada libel vakni
Pasal 2 ayat (1) berbunyi

“Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana

mempertimbangkan  perlu  atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar.

karikatur dan sebagainya disiarkan™.
Selamjutnya Pasal 3 ayat (5) berbunyi:

Dalam tulisan yang memuat pendapat tenrtang suatu kejadian, wartawan

Indonesia selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur dan sportif

berdasarkan kebebasan vang bertanggungjawab dan menghindarkan diri

dan cara-cara penulisan vang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi

{privace), sensasional, inmoral, atau kesusilaan.

Penjelasan pasal 1365 juncto pasal 1372 KUHPerdata . pasal 2 avat (1)
dan pasal 3 ayat (5) Kode Euk Jurnahstik menggambarkan bahwa hukum sangat
berperan dalam melindung: obyek berita suatu pemberitaan. Didasari pasal-pasal

terscbut maka objek benta atau individu dapat mengajukan tuntutan melalui jalur

hukum apabila dirasa berita vang dimuat membawa kerugian bagi dirinya,

3.3.2 Perlindungan Hukum Secara Pidana

Semua kejahatan vang dilakukan melalui sarana pers disebut delik pers,
Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan scbagai delik pers. didalam
KUHPidana tidak didapatkan suatu rumusan yang pasti.  Hatum (dalam Adji,

1997 297) memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers

1. Harus dilakukan dengan barang cetakan,
2. Perbuatan vang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau
perasaan,

adalah ; 1
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3. Dan perumusan delik harus mengandung unsur bahwa publikasi
merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila
kenyataan tersebut dilakukan dengan tulisan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa kriteria ketiga vang khusus dapat
menangkap suatu  delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria
tersebut, suatu delik ridak akan dipenuhi sebutan pers dalam arti yuridis.
Ketentuan dalam KUHPidana yang dapat dikenakan terhadap delik pers diatur
dalam pasal:

|, Pasal 154 sampai dengan 163 juncto pasal 207, 208, 483, 484 dan 485
KUHPidana tentang tindakan pidana menyebarkan kebebencian
terhadap kekuasaan umum atau pemerintah, antar golongan masyarakat

serta penodaan agama.

| ¥ )

Pasal 137, 144, 310 sampai dengan 3!2 KUHPidana tentang

penghinaan.

3. Pasal 160 sampai dengan 163 KUHPidana tentang tindak pidana
penghasutan.

4. Pasal 282 sampai dengan 283 KUHPidana tentang tindakan melangear
kesusilaan,

5. Pasal 322 KUHPidana tentang membuka rahasia.

6. Ketentuan pasall4, Undang-Undang No. | Tahun 1946, tentang

tindakan pidana penyiaran berita bohong.

Ad. 1. Tindak Pidana Menyebarkan Kebencian

Tindak pidana menyebarkan kebencian dalam KUHPidana adalah
perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar
yang isinya menyatakan perasaan permusuhan,  Lzbencian atau penghinaan
terhadap pemenntah negara Indonesia (Moeljatno. 2001 - 58). Tindak pidana ini
dapat dikenai sanks) hukuman penjara. Menyiarkan yang dimaksudkan dalam
ketentuan 1m adalah tindakan yang menggunakan surat kabar, majalah. buku,
selebaran, pamflet dan sebagainya.

Kejahatan  vang dikenakan schagai  delik  percetakan  didalam

penuntutannya dapat dikenakan kepada sipembuat gambar atau tulisan, tetapi
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dalam syarat-syaral tertentu dapat pula dikenakan kepada penerbitnya (Hervanto,
1994 - 35),

Contoh penerapan delik ini adalah dijatuhkannya hukuman pemjara lima
tahun terhadap Pemimpin Redaksi Tabloit Monotir, Arswendo Atmowiloto, akibat
perbuatannya yang dinilai melakukan penodaan terhadap agama, pada terbitan
Tabloid Monitor No, 225VIl tanggal 15 Oktober 1990. Dalam Tabloit Monitor
mencantumkan Nabi Muhammad SAW pada peringkat ke-11 dibawah peringkat

Arswendo sendiri pada angket tentang tokoh vang paling dikagumi pembaca.

Adl. 2. Tindak Pidana Penghinaan

Perbuatan penghinaan vang dituduhkan dalam hal ini tidak mensyaratkan
harus berkenaan dengan sualu perbuatan vang dapat dihukum sepertt mencuri,
menggelapkan, perzinahan dan lain sebagainya. Namun cukuplah dengan tuduhan
melakukan perbuatan yang dapat mempermalukan seseorang, dan tidak perlu
harus dilakukan dimuka umum (Moeljatno, 2001 : 53). Menurut hukum dianggap
cukup bila dapat dibuktikan bahwa sipelaku ada maksud untuk menviarkan
tuduhannya itu.

Dalam prakitek jurnalistik, seorang wartawan idealnyva memang tidak boleh
mengikut sertakan opininya dalam menulis berita. Namun Karena tergesa-gesa
dikejar batas wakiu pemuatan berita atau deadline, bisa terjadi tanpa sadar
penulisan sebuah berita terkandung pula opini individu sebagai wartawan yang
ternyata dapai ditalsirkan sebagai perbuatan penghinaan terhadap seseorang, baik
secara pribadi ataupun atas nama jabatannya.

Untuk delik ini, kasus pencemaran nama baik oleh Majalah Tempo,
melalul kuasa hukum Tomy Winata, Desmon J Mahesa melaporkan Majalah
Tempo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah,
sebagaimana pasal 310 dan 311 KUHPidana. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut
Umum (JPU) melayangkan dakwaan primair kepada Bambang Harimurti ( pimred
Tempo), dan dua wartawannva . Iskandar Al dan Ahmad Taufik telah
mencemarkan nama baik Tomy Winata dan melanggar pasal 311 ayat (1 ). juncto

pasal 55 avat (1) ke le KUHPidana tentang pencemaran nama baik.
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Ad.J3. Tindak Pidana Penghasutan

Perbuatan penghasutan vang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1m
adalah mendorong. mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang
atau sckelompok orang untuk berbuat sesuatu vang sifatnya melawan kekuasaan
umum (Moeljatno, 2001 : 60). Dalam delik ini penghasutan memiliki perbedaan
antara perbuatannya vang dilakukin dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan.

Untuk penghasutan melalui lisan, tidak ada perbuatan “percobaan’ sebab
sekertika ucapan yang bersifat menghasut itu telah terucapkan artinva dehk
tersebut terjadi. Sedangkan penghasutan melalui tulisan baru dianggap terjad
bilamana tulisan tersebut telah dibuat dan disebarkan atau dipertontonkan ke
publik.  Dapat ditarik kesimpulan, tindakan menulis saja belum termasuk
melakukan percoban penghasutan, kecuali jika tulisan itu selesai dibuat namun
gagal atau digagalkan karena faktor diluar diri pelaku vang bersangkutan telah

melakukan percobaan tindak pidana penghasutan vang dapat dihukum.

Ad. 4. Tindak Pidana Kesusilaan

Perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan dalam hal ini adalah segala
aktifitas menyiarkan. mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-
terangan berupa tulisan, gambar atau barang yang dapat dikategorikan melanggar
perasaan, kesopanan, perasaan kesusilaan. misalnva buku-buku vang isi nya cabul,
gambar atau patung vang bersifat cabul atau pornografische atbeeldingen en
geschriften (Moeljatno, 2001 ; 102).

Penafsiran atau sifat cabul atau tidaknya buku, gambar, maupun harang-
barang seperti patung misalnya, harus ditentukan berdasarkan pendapat umum,
schingga setiap penstiwa memiliki sisi pertimbangan dan peninjauan vang
berbeda-beda, tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan suatu masvarakat.

Dalam perkembangannya, tentang nilai kesopanan dan kesusilaan di
masyarakat ternyata mengalarm dinamika vang sangat kontroversial. Pemahaman
mengenal apa yang dikategorikan melangear nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan
pada masa terdahulu, kini bahkan dinyatakan sehagai sesuatu yang bersifat sem

dan keindahan. Sedangkan paparan melalw tulisan. meski menggambarkan hal-
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Ad. 6. Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong

Menyiarkan berita vang tidak benar atau berita yang tidak pernah terjadi,
dapat dinyatakan sebagai melakukan tindak pidana. Namun untuk menvatakan
bahwa suatu berita itu adalah sebuah berita yang bohong dan tidak benar
membutuhkan pembuktian vang kuat. Sebab, menilai suatu berita termasuk
kedalam berita bohong sudah tentu tidak s:ma dengan berita vang akurasi datanva
salah, atau pengutipannya salah tafsir

Bila hal terakhir ini yang terjadi, maka kesalahan tersebut tidak secara
langsung dapat dinyatakan schagai melakukan perbuatan penyiaran berita bohong,
Seorang wartawan  dianggap telah menuliskan berita bohong bilamana fakta
peristiwa vang diberitakan sebenamva tidak ada dan tidak pernah terjadi. Contoh
kasus adalah tuntutan Tomy Winata kepada majalah Tempo, atas berita yang
chmuat dimedia tersebut edisi 3-9 maret 2003 berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”
melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Juncto pasal 55 ayat
I KUHPidana tentang penyebaran berita bohong. Alibi yang dipakai adalah Tomy
Winata sama sekali tidak permmah mengajukan proposal kepada Gubernur DKI
Jakarata, Sutiyoso dalam upaya rehab Pasar Tanah Abang yang baru saja terbakar,
sepertl yang diberitakan majalah Tempo.

Dari  uralan terdahulu, dapat dimaknai bahwa tidak mudah untuk
menjalankan aturan normatif hukum yang fungsinya untuk menjaga keteraturan
tatanan Kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi individu-individu vang ada
dalam masyarakat mempunyai peranan dan kepentingan vang berbeda antara satu
dengan lamnnva. Keteraturan pelaksanaan norma dan aturan hukum sangat
dibutuhkan dalam rangka melindungi hak-hak warga nepara terlebih terlebih

setelah adanva kebebasan pers di Indonesia
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan akhir vang dapat penulis
rumuskan adalah :

I. Bahwa adanya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maka secara
formil ada perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Perlindungan hukum
tersebut penting sebab fungsi pers dapat lebih berjalan: isi pemberitaan dapat
lebih dipertanggungjawabkan: dan menjamin kelangsungan kehidupan pers
meskipun dalam pelaksanaannya kurane dapat dijalankan.

2. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers memang tidak secara formil
merumuskan siapa penanggungjawab redaksional dan perusahaan pers dalam
kaitan dengan hukum pidana. Tetapi apabila dibaca secara substantial sudah
terkandung dalam penjelasan pasal 12 dan 19 Undang-Undang No. 40 tahun
1999 tentang Pers,

3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap individu VAng merasa terganggu
akibat pemberitaan pers dapat ditempuh dengan aturan-aturan hukum pidana
(peraturan tindak pidana pers). Perlindungan hukum terhadap seseorang vang
terpanggu dengan adanya kebebasan pers dapat ditempuh melalui aturan-aturan

hukum prdana (peraturan tindak pidana pers),

4.2 Saran

|. Sebagal hukum positif, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers
hendaknya ditulis kembali penanggungjawab vang berkaitan dengan
redaksional ataupun perusahaan pers apabila ada sescorang atau individu yang
merasa tergangeu adanya kebebasan pers

2. Penlaku-perilaku pers dalam kebebasan persnya, hendaknya teori acuan yang
tidak dikenal dalam KU/HPidana mempunyai aturan yang tegas tidak sekedar
buhwa yang ditulis wartawan berlaku ketentuan pidana sedemikian rupa, tetapi

diklarifikasikan mulai dari pimpinan perusahaan sampai ke redaksi.
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